SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Menimbang

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengetahui historis

penyusunan  peraturan  perundang-undangan = yang
dilakukan perubahan, perlu dilakukan penyusunan dalam
1 (satu) naskah;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan
perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013



Mengingat

tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang



Menetapkan

Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1245);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
460);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 460), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 5, Bab III, Bagian Kesatu diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:



Paragraf 5
Tim Penyusunan Rancangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

2. Ketentuan Paragraf 6, Bab III, Bagian Kesatu diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Paraf Koordinasi rancangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Di antara ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2

(dua) pasal, yakni Pasal 53A dan Pasal 53B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 53A

Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan
perubahan, disusun dalam 1 (satu) naskah.

Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan

Peraturan Presiden yang telah ditetapkan; dan

b. rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum

ditetapkan.

Pasal 53B

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53A ayat (2) huruf a, disusun dalam 1
(satu) naskah oleh unit kerja pemrakarsa bersama
dengan  bagian yang membidangi Peraturan
Perundang-undangan.

Rancangan perubahan Peraturan Menteri sebelum
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A

ayat (2) huruf b, disusun dalam 1 (satu) naskah oleh



Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian yang

membidangi Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tata cara penyusunan dalam 1 (satu) naskah yaitu:

(4)

a.

Unit Kerja pemrakarsa bersama dengan bagian
yang membidangi Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
melakukan penyusunan dalam 1 (satu) naskah
Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan
perubahan;

sekretaris Unit Kerja menyampaikan Peraturan
Perundang-undangan yang dilakukan perubahan
bersama dengan hasil penyusunan dalam 1 (satu)
naskah kepada Biro Hukum;

penyusunan dalam 1 (satu) naskah selanjutnya
dicetak oleh Biro Hukum di atas kertas bertanda
khusus dalam 1 (satu) rangkap dan 2 (dua)
rangkap dicetak di atas kertas folio;

Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan penyusunan
1 (satu) naskah yang telah dicetak di atas kertas
bertanda khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk
ditandatangani atas nama Menteri;

dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, naskah
ditandatangani oleh pelaksana tugas atau
pelaksana harian Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri; dan

penyusunan dalam 1 (satu) naskah yang telah
dicetak di atas kertas bertanda khusus dan telah
ditandatangani disimpan oleh Biro Hukum dan
naskah yang di cetak di atas kertas folio disimpan
oleh  bagian yang membidangi Peraturan
Perundang-undangan Unit Kerja serta Unit Kerja

pemrakarsa.

Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang

disusun dalam 1 (satu) naskah diketik dengan jenis

huruf Bookman Old Style, dengan ukuran huruf 12
(dua belas), dan di atas kertas F4.



(5) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang
disusun dalam 1 (satu) naskah dimuat dalam website
jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id.

(6) Bagian yang membidangi Peraturan Perundang-
undangan Biro Hukum dan bagian yang membidangi
Peraturan Perundang-undangan Unit Kerja
pemrakarsa dapat mengalokasikan anggaran
pencetakan penyusunan dalam 1 (satu) naskah.

(7) Bentuk dan teknik penulisan penyusunan dalam 1
(satu) naskah  Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 900.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BENTUK DAN TEKNIK PENULISAN PENYUSUNAN DALAM 1 (SATU)

NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI)
SATU NASKAH

I 1 enter

(NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
(JUDUL)

I 1 enter

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I 1 enter

(NAMA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) REPUBLIK

Menimbang

INDONESIA,

1 cm 2 enter

>
K —>a. (diambil menimbang peraturan yang terakhir);

M

3 cm

" 0.5cm

b.

VN

3.5 ecm

Mengingat

3.5 cm

» c. (dst);

I 1 enter

1. (diambil mengingat peraturan yang terakhir);

2. ..
3

1 enter

N MEMUTUSKAN:

VN

Menetapkan

(NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)




BAB 1
KETENTUAN UMUM
I 1 enter
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(%)

Keterangan: tanda (*) ditulis di paling bawah sebelah kiri jika

I 1 enter

keseluruhan pasal diubah.

Pasal 2
(L) et e
(2) e (**)
(B) et e (*)
(B) e

Keterangan: tanda (*/**) ditulis di ujung sebelah kanan jika

I 1 enter

hanya merubah beberapa ayat/huruf.

Pasal 3
I 1 enter
Pasal 4
I 1 enter
Pasal 5
I 1 enter
Pasal S5A
.......................................................................... (*%)
I 1 enter
Pasal 6
(*) : Perubahan Pertama (Nama Peraturan Nomor..... Tahun...... )
(**) : Perubahan Kedua (Nama Peraturan Nomor..... Tahun...... )

(***) : Perubahan Ketiga (Nama Peraturan Nomor..... Tahun...... )



-10 -

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

I 1 enter

Dengan berlakunya (Nama Peraturan Perundang-undangan)

Pasal ....

ini, (Nama Peraturan Perundang-undangan) Nomor .... Tahun
. tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia/Berita

Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor....), dicabut dan

I 1 enter

(Nama Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal ...

pada tanggal diundangkan.

2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (penetapan PMDN terakhir)
1 enter
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(NAMA)

I 1 enter

Disusun di Jakarta
pada tanggal

1 enter

SEKRETARIS JENDERAL

I 3 enter

(NAMA)

Keterangan:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam satu
naskah diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas
kertas F4 dalam paper size dengan cutomize size:

Lebar (width) : 21 sentimeter

panjang (heigth) : 33 sentimeter



-11 -

Marjin:

atas (top) : 3 sentimeter
bawah (bottom) : 2,5 sentimeter
kiri (left) : 2,5 sentimeter
kanan (right) : 2,5 sentimeter

Seluruh line spacing yang digunakan 1,0 (satu koma nol) dengan spasi:
before : 0 pt

after : 0 pt

Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada penyusunan dalam
satu naskah dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan
diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Footnote ditulis di paling bawah ujung sebelah kiri di setiap halaman yang
terdapat perubahan bab/bagian/pasal/ayat.

Tanda banyaknya jumlah (*) dengan melihat berapa kali dilakukan
perubahan.

Jenis huruf Bookman Old Style, dengan ukuran huruf 9.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001




